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KEHUTANAN. Hutan. Penggunaan. Perubahan.
(Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5795).

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 105 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN

Menimbang

Mengingat

2010 TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka percepatan pembangunan di luar
kegiatan kehutanan di dalam kawasan hutan perlu
mengubah  pengaturan mengenai jenis kegiatan,
kewajiban pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan,
dan prosedur penggunaan kawasan hutan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan

Kawasan Hutan;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 388), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
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Menetapkan

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5112), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan
Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5325);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2010
TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5112), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5325), diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan ayat (2) huruf d, huruf g, dan huruf | Pasal 4
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 4

(1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan
pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya
dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai
tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan.

(2) Kepentingan pembangunan di luar Kkegiatan
kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi kegiatan:

a. religi;

b. pertambangan;

c. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi
listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;

d. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun
pemancar radio, stasiun relay televisi dan stasiun
bumi pengamatan keantariksaan;

e. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;

f. sarana transportasi yang tidak dikategorikan
sebagai sarana transportasi umum untuk
keperluan pengangkutan hasil produksi;

g. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air
minum, saluran pembuangan air dan sanitasi,
dan bangunan pengairan lainnya;

h. fasilitas umum;

i. industri selain industri primer hasil hutan;

J. pertahanan dan keamanan;

k. prasarana penunjang keselamatan umum;

I. penampungan korban bencana alam dan lahan
usahanya yang bersifat sementara; atau

m. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan

pangan dan ketahanan energi.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 6
(1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan

pembangunan diluar kegiatan kehutanan
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)

dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan

hutan.

(2) Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:

a. pada provinsi yang luas kawasan hutannya sama

dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh per

seratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau,

dan/atau provinsi, dengan kompensasi:

1.
2.

lahan untuk penggunaan komersial; dan

melakukan penanaman dalam rangka
rehabilitasi daerah aliran sungai terutama
pada kawasan hutan untuk penggunaan

nonkomersial.

b. pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas

30% (tiga puluh per seratus) dari luas daerah

aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, dengan

kompensasi:

1.

membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak
Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan
penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah
aliran sungai terutama pada kawasan hutan
untuk penggunaan komersial; dan

melakukan penanaman dalam rangka
rehabilitasi daerah aliran sungai terutama
pada kawasan hutan untuk penggunaan

nonkomersial;

c. pada seluruh Provinsi untuk kegiatan:

1.

pertahanan negara, sarana keselamatan lalu
lintas laut atau udara, dan sarana meteorologi,
klimatologi, dan geofisika,;

kegiatan survei dan eksplorasi; dan
penampungan korban bencana alam dan lahan

usahanya yang bersifat sementara;

tanpa kompensasi lahan atau tanpa kompensasi

membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penggunaan Kawasan Hutan dan tanpa melakukan
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penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran
sungai.

Dalam hal izin pinjam pakai kawasan hutan untuk
kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf ¢ angka 2, dilakukan pengambilan contoh
ruah sebagai uji coba tambang untuk kepentingan
kelayakan ekonomi, dikenakan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1
atau huruf b angka 1.

Ketentuan lebih lanjut mengenai lahan kompensasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1
dan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah
aliran sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a angka 2 dan huruf b diatur dengan Peraturan

Menteri.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

(1)

Pasal 9
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) diajukan oleh:
a. menteri atau pejabat setingkat menteri;
b. gubernur;
c. bupati/wali kota;
d. pimpinan badan hukum; atau
e. perseorangan, kelompok orang dan/atau
masyarakat.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi persyaratan:
a. administrasi; dan
b. teknis.
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
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